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INTISARI 

Restu Dwi Sekar Lestari, Nomor Induk Mahasiswa E051181006, 
Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Hasanuddin menyusun Skripsi dengan judul Peran 
Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera di 
Kota Makassar, di bawah bimbingan Dr. A.M. Rusli, M.Si sebagai 
pembimbing utama dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si 
sebagai pembimbing pendamping.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah 
dalam Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera di Kota Makassar 
menggunakan tahap pemberdayaan yang dikemukakan oleh sulistiyani, 
untuk mencapai tujuan tersebut. 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data 
digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip 
dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar 
dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya dalam 
pemberdayaan masyarakat prasejahtera yang berdasarkan pada tugas 
pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar 
Nomor 89 Tahun 2016. pemberdayaan masyarakat prasejahtera dapat 
dilakukan melalui tiga tahap. Yang pertama tahap penyadaran dan 
pembentukan perilaku, kedua tahap transformasi kemampuan dan yang 
terakhir yaitu tahap peningkatan kemampuan. Pemberdayaan masyarakat 
prasejahtera di Kota Makassar melalui tiga tahapan dianggap belum 
sepenuhnya optimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Kurangnya 
sosialisai yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan 
ketersediaan angggaran yang terbatas khususnya di tahun 2020 karena 
adanya pandemi Covid-19. 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan, Masyarakat Prasejahtera, Kota Makassar 
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ABSTRACT 

Restu Dwi Sekar Lestari, Student Identification Number E051181006, 
Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political 
Sciences, Hasanuddin University compiled a thesis entitled Analysis of the 
Role of Local Government in Empowering Of Poor Communities in 
Makassar City, under the guidance of Dr. A.M. Rusli, M.Si as main guide 
and Mr. Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si as associate advisor. This 
study aims to determine the analysis of the role. 

This study aims to find out the role of regional governments in the 
empowerment of poor community in the city of makassar USES the level 
of empowerment presented by sulistiyani, to achieve the goal. 

 This type of research uses qualitative study method and using descriptive 
data. Data-collection techniques are used by observation, interview, and 
documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques. 

Research shows that the region of makassar city in this case social 
services have made a number of efforts in the empowerment of praient 
societies based on the fundamental task and function embodied in 2016 
mayor makassar's rule number 89. Poor community empowerment can 
take place through three stages. The first is the development and 
development of behavior, the second the transformation of the ability and 
the last is the upgrade of the ability. Prawn urban empowerment through 
three stages is considered not yet fully optimized by the government. 

Keywords: Empowerment, The Poor Community, Makassar City 



 
 
 
 

 
 
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu Negara yang mempunyai penduduk 

yang sangat banyak, maka diperlukan peningkatan pembangunan 

untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang 

telah di jelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha 

peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara 

berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. 

Selain itu, tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual, serta 

menjalankan roda perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan 

Sosial. 

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia 

dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar (Ujung 

Pandang (1971-1999)) adalah salah satu Kota metropolitan di 

Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. 

Secara administrasi Kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 

kelurahan. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2020  adalah 1,42 

juta  jiwa. Banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan tingkat 

kemiskinan yang tinggi karena jumlah penduduk yang banyak 
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dianggap sebagai beban pembangunan dan memperkecil pendapatan 

perkapita serta menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Selain 

banyaknya jumlah penduduk pada tahun 2020 juga muncul virus 

Covid-19 yang berdampak pada segala bidang terutama kesehatan 

dan ekonomi. Munculnya virus ini menyebabkan menurunnya aktivitas 

perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di 

Kota Makaasar. 

Masalah kesejahteraan atau kemiskinan merupakan suatu hal 

yang penting dan mendesak untuk diselesaikan. Berdasarkan data 

dari badan pusat statistik tahun 2020 Kondisi kemiskinan masyarakat 

Indonesia masih mencapai 10,19 persen pada September 2020. 

Jumlah penduduk miskin di perkotaan 12,04 juta orang, dan di 

perdesaan 15,51 juta orang pada September 2020. 

Tingginya tingkat kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang 

memprihatinkan, mengingat bahwa kemiskinan bukanlah sebuah 

masalah yang mudah untuk diselesaikan Kepemilikan sumber daya 

yang tidak setara, kapasitas masyarakat yang minim, dan 

ketimpangan akses dalam produksi menyebabkan partisipasi dalam 

pembangunan yang lamban. Semua ini, pada gilirannya, 

menyebabkan perolehan pendapatan yang tidak seimbang dan, pada 

gilirannya, menciptakan struktur komunitas yang tidak seimbang. 

Ketimpangan ekonomi ini dapat merusak kesejahteraan pribadi dan 
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sosial dan berpotensi merusak keamanan masyarakat. (Ginting & 

Yusnaini, 2020, p.4). 

Secara umum ada dua faktor utama penyebab kemiskinan dan 

ketidakberdayaan yang saling terkait: faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal berkaitan dengan masalah dan hambatan 

yang berasal dari individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, 

seperti motivasi berprestasi yang rendah, kurangnya modal, 

penguasaan manajemen yang lemah, dan aspek teknologi. 

Selanjutnya faktor eksternal terkait dengan kondisi kelembagaan yang 

belum kondusif. Selain itu, minimnya infrastruktur dan daya dukung 

lainnya menyebabkan potensi masyarakat kurang berkembang. 

Berdasarkan logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan 

masyarakat, maka strategi pemberdayaan masyarakat yang akan 

diterapkan harus menyentuh permasalahan masyarakat, baik dari sisi 

internal maupun eksternal. 

Masalah kemiskinan yang terjadi pada kota Makassar 

merupakan tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan baik 

oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hal ini 

berhubungan dengan mensejahterakan rakyat dimana sangat jelas 

diamanatkan dalam undang-undang tahun 1945. Hal serupa juga  

terdapat dalam undang- undang no. 13 tahun 2011 tentang 

penanganan fakir miskin telah dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 
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diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan 

perumahan, penyediaan pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan 

pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, dan 

pelayanan sosial bagi fakir miskin. 

Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar pada tahun 2020 

mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2019. Secara absolut 

jumlah kenaikan  penduduk miskin pada tahun 2020 adalah sebesar 

4,86  ribu jiwa, yaitu dari 65.12 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 

69,98 ribu jiwa pada tahun 2020. Hal ini merupakan sebuah tantangan 

besar bagi pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan hingga 

ke level terendah dan tentunya akan menjadi tantangan yang semakin 

sulit. Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar sudah jumlahnya 

paling besar jika dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi 

selatan. Berikut dapat dilihat pada tabel 
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Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Miskin menurut kabupaten/ kota  

Di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020 

 

Nama Wilayah 

Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota  
(Ribu Orang) 

2019 2020 

SULAWESI SELATAN 767.8 776.83 

Kepulauan Selayar 17.36 17.04 

Bulukumba 30.49 30 

Bantaeng 16.91 16.84 

Jeneponto 54.05 53.24 

Takalar 25.93 25.38 

Gowa 57.99 57.68 

Sinjai 22.27 22.06 

Maros 34.85 34.62 

Pangkajene Dan Kepulauan 47.07 47.12 

Barru 14.92 14.44 

Bone 76.25 81.33 

Soppeng 16.45 17.23 

Wajo 27.48 27.69 

Sidenreng Rappang 14.44 15.36 

Pinrang 31.85 33.56 

Enrekang 25.4 25.25 

Luwu 46.18 46.04 

Tana Toraja 28.87 28.41 

Luwu Utara 42.48 42.2 

Luwu Timur 20.83 20.82 

Toraja Utara 28.64 27.88 

Kota Makassar 65.12 69.98 

Kota Parepare 7.62 7.96 

Kota Palopo 14.37 14.71 

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 

Berdasarkan rekapitulasi data terpadu kesejahteraan sosial periode 

31 agustus 2020 jumlah masyarakat prasejahtera di Kota Makassar setiap 

Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 1.2 

Jumlah Masyarakat Prasejahtera di Kota Makassar Setiap Kecamatan  

Tahun 2020 

REKAPITULASI TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL 2020 

NO KECAMATAN INDIVIDU KELUARGA RUMAH 
TANGGA 

1 MARISO 28.231 7.047 4.017 
2 MAMAJANG 20.343 4.829 4.130 
3 MAKASSAR 43.696 9.956 10.207 
4 UJUNG PANDANG 6.147 1.645 766 
5 WAJO 7.871 2.109 1.054 
6 BONTOALA 22.936 5.548 3.693 
7 TALLO 67.771 15.802 12.257 
8 UJUNG TANAH 21.461 5.373 3.510 
9 PANAKUKANG 51.848 12.756 12.536 

10 TAMALATE 74.025 18.915 14.832 
11 BIRINGKANAYA 51.398 14.022 9.167 
12 MANGGALA 40.237 10.996 6.678 
13 RAPPOCINI 41.158 10.152 9.400 
14 TAMALANREA 20.108 5.842 3.451 

15 KEPULAUAN 
SANGKARRANG 

10.764 3.117 414 

16 NULL 1.038 128 1035 
TOTAL 509.032 128.237 97.147 

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar 

Memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa kemiskinan di Kota 

Makassar tidak dapat disepelekan begitu saja. Kondisi kemiskinan ini 

menjadi hal yang patut pemerintah kota Makassar segera atasi dan 

memaksimalkan peran yang dimilikinya terutama dalam pembuatan 

perencanaan strategis dalam pengentasan kemiskinan yang saat ini 

meresahkan masyarakat dan strategi pemberdayaan kelompok miskin 

agar dapat memiliki kehidupan yang lebih layak. 
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Strategi pemberdayaan masyarakat miskin merupakan bagian 

dari penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Peraturan 

Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 2015 pada BAB IV Pasal 5. pada 

peraturan tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan aksi 

penanggulangan kemiskinan kota makassar dilaksanakan oleh SKPD 

terkait dalam hal ini adalah dinas sosial kota makassar. Kemudian, 

diperjelas oleh Peraturan Walikota Makassar  Nomor 89 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Sosial . Pada BAB III Paragraf 1 Pasal 18  bagian (3). 

Disimpulkan bahwa pemerintah memegang peranan yang sangat 

penting dalam hal menangani masalah kemiskinan yang ada di kota 

makassar.  

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan 

(empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau 

keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan 

kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita 

inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Edi Suharto, 

2005:57). Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim 

sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan 

masyarakat (bottom up), tetapi masyarakat tetap saja tidak merasa 

memiliki akan program-program tersebut, sehingga banyak program-

program pemberdayaan yang berhenti begitu saja tanpa ada 

perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah, akibatnya program 
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berakhir tanpa menimbulkan dampak berarti dan tidak berpengaruh 

secara signifikan bagi kehidupan masyarakatyang tergolong miskin. 

Secara faktual kota makassar memiliki angka kemiskinan yang 

sangat tinggi salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah 

melalui program-program pemberdayaan yang diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh data tingkat 

kemiskinan Kota Makassar yang meningkat, peranan pemerintah 

daerah dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera di Kota 

Makassar dapat diidentifikasi berbagai fenomena yakni Pemerintah 

Kota Makassar telah berupaya memberikan perhatian dan 

mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat 

prasejahtera, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan dalam 

meningkatkan taraf hidup dan berada di bawah garis kemiskinan 

sehingga masyarakat tersebut tetap tidak berdaya. 

Berdasarkan deskripsi diatas merupakan pusaran masalah yang 

terjadi pada masyarakat prasejahtera di Kota Makassar. Hal demikian 

seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah daerah 

dalam mencarikan solusi pemecahan masalah bagi kelompok yang 

tergolong sebagai masyarakat prasejahtera. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 20016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Sosial menjelaskan bahwa dinas sosial khususnya 

pada seksi pemberdayaan fakir miskin memiliki beberapa uraian tugas 

dalam mengurangi masyarakat prasejahtera yang ada di Kota 

Makassar, yaitu: 

 melaksanakan pembinaan dan pelayanan dalam rangka 

pemberdayaan fakir miskin;  

 menyelenggarakan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif, 

Kelompok Usaha Bersama, Rehabilitasi rumah tidak layak huni 

bagi fakir miskin dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;  

 melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian 

bantuan bagi fakir miskin; 

Kemudian, berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 

peneliti tertarik untuk  mengangkat judul penelitian “ Peran 

Pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan Mayarakat Prasejahtera 

Di Kota Makassar” 

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial 

Kota Makassar dalam penyadaran dan pembentukan perilaku 

masyarakat prasejahtera? 
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2. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial 

Kota Makassar dalam transformasi kemampuan masyarakat 

prasejahtera? 

3. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial 

Kota Makassar dalam peningkatan kemampuan intelektual 

masyarakat prasejahtera? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi  Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

penyadaran dan pembentukan perilaku masyarakat prasejahtera 

2. Untuk Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

transformasi kemampuan masyarakat prasejahtera 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Makassar dalam 

peningkatan kemampuan intelektual masyarakat prasejahtera 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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a. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

dalam pengembangan studi ilmu pemerintahan khususnya yang 

berfokus pada kajian peran pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin. 

b. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 

seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi dan 

masukan bagi pemerintah daerah dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin. Secara praktis penelitian ini juga merupakan 

sumbangsih peneliti terhadap proses pemerintahan dalam 

pembangunan dan pengembangan di bidang usaha kesejahteraan 

social 

c. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan menjadi referensi atau bahan 

perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian 

lebih lanjut  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal 

dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan 

meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan 

adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah 

menyelidiki atau mempelajari). Tinjauan pustaka dapat didefinisikan 

adalah bab yang membahas tentang tinjauan mengenai teori-teori 

terhadap judul tulisan atau skripsi yang ingin peneliti lakukan 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Peran 

Setiap makhluk hidup dalam kehidupannya memiliki peran dan 

fungsi dalam menjalankan kehidupan terkhusus pada makhluk sosial 

yaitu manusia. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia 

memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat 

dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan manusianya itu sendiri 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan 

peran sebagai berikut:  

a. adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah 

pemain sandiwara atau pemain utama. 
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b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 

sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran 

yang diberikan. 

c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan 

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran 

merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu peristiwa”. 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Poerwadarminta 

maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan serangkaian tingkah 

laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang 

berkedudukan di masyarakat. 

Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan: 

“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang 

dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak 

perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan 

tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan 

tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, 

kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.  

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu 

yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang 

sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam 

pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa 
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apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Pembedaan 

antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu 

tergantung pada yang lainnya. 

Selanjutnya Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek 

peranan sebagai berikut : 

1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi 

seseorang dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut 

komarudin (1994) yakni sebagai berikut : 

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen. 

b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya. 

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

Dari berbagai pendapat yang diuraikan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan 
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seseorang maupun sekelompok orang (organisasi) yang apabila ia 

melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya 

maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika hubungkan dengan 

tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah 

tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya 

dalam pemerintahan. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan 

pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah posisi 

terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban yang 

seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang 

pemberdayaan masyarakat prasejahtera di Kota Makassar. 

2.1.2 Pemerintah Daerah dan Fungsinya dalam Pemberdayaan 

masyarakat 

Terbentuknya suatu negara pasti memiliki tujuan umtuk 

mewujudkan tujuan tersebut maka dibentuklah pemerintah. 

Pembentukan pemerintah ini memunculkan keberadaan dua 

kelompok, yakni orang yang memerintah di satu pihak yang 

memerintah di lain pihak. 

Pengertian pemerintah dapat dilihat dari sifatnya yaitu 

pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu 

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. 

Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang 

kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009:197). 
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1. Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan 

desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan 

pemerintahan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai 

produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya 

yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang 

yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 



 
 
 
 

 
 
 

 

17 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan 

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara 

Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah.  

Tujuan pembentukan pemerintah daerah pada dasarnya 

dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping 

sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. 

Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa 

ahli di entrasi dan tugas pembantuan. 

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya 

dibagi ke dalam tiga atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara 

yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. 

Kedua unsur ini harus memiliki hubungan yang baik dalam 

membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan 
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yang mengikat agar tidak terjadi penyelahgunaan kekuasaan. Selain 

itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat 

dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam 

menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas 

asas-asas pemerintahan yakni asas desentralisasi, dekonskategori, 

yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat, 

urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah 

provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

kabupaten/kota. (Siswanto Sunarno 2014:34). Terkait dengan tugas 

pokok pemerintah maka ada tugas yang dapat diserahkan atau 

dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun 

adapula beberapa tugas pemerintah yang tidak dapat diserahkan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Urusan pemerintahan 

yang dimaksud adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 

yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan agama. Selebihnya 

merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan wewenangnya 

kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya. 

Dalam pemerintahan modern Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa 

fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yakni 

sebagai berikut: 

“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi 

pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public 
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service), pembangunan (development), pemberdayaan 

(empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip 

Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk 

mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya.” 

(Muhadam Labolo 2014:34). 

Sesuai dengan salah satu fungsi yang dikemukakan oleh Ryaas 

Rsyid Yaitu fungsi pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan 

masyarakat dan pembangunan. Adi (2008 ) mengatakan bahwa 

“pemberdayaan dapat dilihat sebagai suatu program maupun sebagai 

suatu proses”. Pemberdayaan disebut program bila dilihat dari 

tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan 

membutuhkan jangka waktu tertentu untuk pencapaiannya. 

Pemberdayaan dipandang sebagai proses apabila pemberdayaan itu 

terus berjalan sepanjang usia manusia dan tidak berhenti di suatu 

masa.  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

menjelaskan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang 

diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah 

sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya. 

Sebagai suatu proses, pemberdayaan adalah serangkaian 

kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok 
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lemah dalam masyarakat, termasuk indivudu-individu yang mengalami 

kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah sosial yaitu 

masyarakat yang berdaya,memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki 

kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut,2010) 

Pemberdayaan bukan hanya sebuah program yang dapat 

dilaksanakan dalam jangka waktu singkat atau bersifat temporer. 

Pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkesinambungan 

dengan terus mengembangkan jenis-jenis kegiatan yang paling tepat 

untuk komunitas. 

Pemberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004: 75-130) 

merupakan suatu proses belajar yang berlangsung secara bertahap, 

yang meliputi:  

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan 

peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.  

2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 

kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 

pembangunan. 
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3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, sehingga terbentuklah 

inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada 

kemandirian.  

Dalam Peratutan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Sosial Pada BAB III Paragraf 1 Pasal 18 Ayat (3) menjelaskan 

bahwa Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut : 

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan 

kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;  

b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Seksi 

Pemberdayaan Fakir Miskin;  

c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA 

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;  

d. mempersiapkan data/bahan dalam rangka penyusunan petunjuk 

teknis pemberian pelayanan bagi fakir miskin;  

e. melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam rangka 

pelaksanaan pelayanan pemberian bantuan fakir miskin dan 

rehabilitasi rumah tidak layak huni;  

f. melaksanakan pembinaan dan pelayanan dalam rangka 

pemberdayaan fakir miskin;  
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g. menyelenggarakan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif, 

Kelompok Usaha Bersama, Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi 

fakir miskin dalam rangka pemberdayaan fakir miskin;  

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian 

bantuan bagi fakir miskin;  

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi 

permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif 

pemecahannya;  

j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas;  

k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;  

l. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil 

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan 

kepada atasan;  

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.  

Fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  dijalankan  akan  

menunjukan gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila 

pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka secara 
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otomatis akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang 

dijalankannya. 

2.1.3 Masyarakat Prasejahtera 

Masyarakat memiliki definisi sebagai sejumlah manusia yang 

merupakan suatu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan 

mempunyai kepentingan yang sama. Menurut Auguste Comte, 

masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan 

realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya 

sendiri dan berkembang menurut pola perkembangannya yang 

tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi 

manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan 

mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya. Masyarakat 

perkotaan yang termasuk fakir miskin atau masyarakat miskin kota 

adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 

layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk 

masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khusunya 

masyarakat di Negara-negara yang sedang berkembang. Masalah 

kemiskinan ini dikatakan sebagai suatu problema karena masalah 

kemiskinan menuntut adanya upaya pemecahan masalah secara 

berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. 
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Menurut Sunartiningsih (2004: 80), Kemiskinan merupakan salah 

satu dampak negatif dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan 

yang cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara 

bersama dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu 

kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok 

masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Menurut Badan Pusat Statistik kriteria masyarakat prasejahtera 

dibagi menjadi 14 kategori yaitu : 

1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang;  

2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 

3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester; 

4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan 

rumah tangga lain; 

5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;  

6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak 

terlindung/sungai/air hujan; 

7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu 

bakar/arang/minyak tanah; 

8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;  

9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 

10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; 
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11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ 

Poliklinik; 

12) Sumber penghasilan rumah tangga adalah: petani dengan luas 

lahan 500m2 , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh 

perkebunan, dan atau pekerjaan lainnyadengan pendapatandi bawah 

Rp 600.000,- per bulan; 

13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak 

tamat SD/ tamat SD;  

14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan 

minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, 

ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 

Berdasarkan kriteria diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

masyarakat prasejahtera adalah masyarakat yang mengalami 

kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, keadaan 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya 

pendapatan yang dihasilkan per bulan yang tidak sesuai dengan 

tingginya harga kebutuhan hidup dasar. Di mana masyarakat ini masih 

sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam berbagai segi 

kehidupan, termasuk bantuan pemberdayaan agar masyarakat dalam 

meningkatkan penghasilannya guna memenuhi kebutuhan hidup dan 

menimbulkan kemandirian di dirinya. 
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Ukuran kemiskinan menurut Nurkse 1953 (dalam 

LincolinArsyad,1997) secara sederhana dan yang umum digunakan 

dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: 

1. Kemiskinan Absolut adalah Seseorang termasuk golongan miskin 

absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis 

kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar 

hidupnya.  

2. Kemiskinan Relatif adalah Seseorang termasuk golongan miskin 

relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, 

tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan 

masyarakat sekitarnya.  

3. Kemiskinan Kultural adalah Seseorang termasuk golongan miskin 

kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut 

tidak mau berusaha memperbaiki tingakat kehidupannya sekalipun 

ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain 

seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas 

dan tidak maumemperbaiki kondisinya.  

4. Kemsikinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena 

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau 

seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

menjelaskan bahwa Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang 
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diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah 

sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud yaitu pemenuhan 

kebutuhan sandang, pangan dan papa. 

2.1.4 Kerangka Konsep 

Salah satu kebijakan pemerintah yang  digunakan  sebagai  

objek  pembangunan adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan 

merupakan salah satu fungsi yang dijalankan oleh pemerintah selain 

fungsi pelayanan, pembangunan dan pengaturan. Dalam fungsi 

pemberdayaan, pemerintah melakukan berbagai inovasi dengan 

menggunakan sumber daya  manusia  sebagai  penggerak  disertai  

sumber  daya  alam  yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Pemberdayaan masyarakat prasejahtera dianggap penting 

karena dengan adanya pemberdayaan, diharapkan dapat 

menciptakan kemandirian yang berkelanjutan sehingga, memperbaiki 

kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota 

Makassar sebagai salah satu daerah otonom memiliki peran 

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki. 

Dasar hukum pemberdayan masyarakat miskin terdiri dari UU 

No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial, Peraturan Walikota Makassar Nomor 70 Tahun 

2015 Tentang Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 



 
 
 
 

 
 
 

 

28 

Daerah Kota Makassar Tahun 20015-2019, Peraturan Walikota 

Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial. 

Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah 

dalam pemberdayaan masyarakat prasejahtera dapat dilihat melalui 

skema berikut. 

Skema Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Pra Sejahtera 

Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan 

Fungsu Serta Tata Kerja Dinas Sosial 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Tahap Peningkatan 

Kemampuan Intelektual 

Tahap transformasi 

kemampuan masyarakat 

Tahap Penyadaran dan 

Pembentukan Perilaku 


